BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai

beberapa hal yaitu:

1) Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga,
debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap
penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan
terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta
kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada
dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit. Terkait masalah
kepailitan PT. Starwin, sesuai pasal 24 ayat 1 UUK-PKPU telah diatur bahwa
debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai aset
serta kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan

2) Dalam pemenuhan hak pekerja yang tidak terpenuhi upaya hukum yang dapat
dilakukan ialah:

a) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) baik oleh pekerja
sendiri atau kurator dan pekerja tidak mendapatkan hak sesuai dengan
kententuan (apabila harta pailit mencukupi) maka pekerja harus
menyelesaikan perselisihan tersebut menurut undang-undang nomor 2 tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
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b) Prosedur Renvoi merupakan upaya hukum untuk menyatakan
keberatan/bantahan dari kreditor terhadap daftar tagihan (sementara) yang
diakui dibantah oleh kurator untuk koreksi lagi terhadap daftar tagihan.

c) Actio Puliana yakni upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat suatu
tindakan debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan
dengan maksud menghilangkan/mengalihkan harta pailit, sehingga tindakan

tersebut merugikan harta pailit.

4.2 SARAN

Mengenai kasus Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dalam hal kepailitan akan
memunculkan beberapa kreditor yang salah satunya pekerja. Sehingga, akan
menimbulkan kewajiban pemberesan utang kepada pekerja baik upah ataupun
diluar upah. Dengan ketidaksesuaiannya peraturan perlu adanya kesesuaian dalam
beberapa undang-undang yakni antara Undang-undang nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang dengan UU
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat
tercipta kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya
pekerja. Diharapkan pula kurator dapat memenuhi upah pekerja yang merupakan
kreditor preferen untuk didahulukan sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja dapat
melakukan upaya hukum apabila hak-hak dilanggar dalam perusahaan pailit
sehingga terciptanya keadilan hukum baik melalui Pengadilan Hubungan

Industrial,Prosedur Renvooi ataupun action pauliana.
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